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A. Latar Belakang
Kejadian hamil diluar nikah sering terjadi. hal ini dikarenakan remaja/anak-

anak muda_jamamssekarang banyak yang mengikuti gaya hidup seks bebas. Awal

mulafiyaqpdfa remaja tersebut.nanya berpa iasa, namun setelah cukup lama

berpacaran mereka melakukan hubungan “yang* lebih intim seperti hubungan

seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, masalah

bar lai muncul karena masih harus

memyelesaikan kuliah. Dita ahuan dan orang
lain, seRIRC angkan yang tidak
dikehendaki %%

Dengan perkémbangan KAiRAWANGaman sekarang
tentu bukan lah sesuat asing untuk bertatap muka dengan orang asing
yang mencakup lokal maupun intémasionalidan dengan semakin majunya tekn@logi
tentu juga ada dampak positif dan negatif,yang Bisatki . Defigan
kemajuan teknologi yang semakin pesat dan kurang diri pada
pergaulan bebas yang terjadi bahkan dengan sengaja maupun tidak disengaja bisa
mengakibatkan sex bebas yang menimbulkan kehamilan yang berujung dengan

tindakan aborsi.

Semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan

! Teranggono, dkk, Pengaruh Penyuluhan terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja tentang Aspek
Kesehatan, Sosial dan Hukum Aborsi pada Siswa SMU N 6 Yogyakarta, Mutiara Medika, Vol. 10,
No. 2, 2010, hal. 154.



multiplikasi keragaman motivas pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu

cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib.
Tindakan aborsi pada dasarnya bertentangan dengan HAM (Hak Asasi

Manusia), namun dalam sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila

merupakan aborsi yang disarankan secara medis dokter yang menagani, misalnya

karenagWanita_yang _hamil menderita suatu pgnyakit dan untuk menyelamatkan

nya vanita tersebut maka kandungannya h igugurkan berdasarkan Undang-

U hg

g Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehgtan Pasal 75 ayat (2) point a yang

berbunyi: ==

iap orang yang d % _e_suai dengan
‘\ uan sebagaiman ak 3 7 dipidaa dengan
p

penjara paling | il ali nyak Rp. 1 Millyar.”
Abo g digenaialisgsiinenjadi-suatu findak pidanaapalilasalorsi itu
dilakukan secarahse ak dibenar leh hukum.
aborsi itu sendiri ‘dapat r K™ 3 t ﬁGa (abortus

provokatus) maupun karenay, sebabssebab alamiah, yakni terjadi denga

sendirinya, dalam arti bukan karena'agésbuata RLLUS spontanus).?

Aborsi sebenarnya telah diatur di dalam Kuhp'de dang-
undangan yang terkait, baik mengenai larangan dan ancaman pidananya
maupunn pengaturan tentang aborsi legal. Namun tetap harus diingat bahwa
pada dasarnya hak hidup seseorang baik yang masih berupa janin dalam

kandungan maupun sudah dilahirkan harus dilindungi dan diperjuangkan serta

2 Rumelda Silalahi dan Rasmita Luciana, Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus
Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Jurnal Darma Agung, Volume
XXVII, Nomor 3, 2019, hal. 1084.



tidak dapat dikurangi haknya apapun keadannya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan
pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan
terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP).Namun
dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan
dinyatg pahwa dalam keadaan-darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan
Jiw, U hamil atau janinnya, dapa dik*tindakan medis tertentu.

Keberadaan praktik aborsi atau aborsi kembafi mendapat perhatian dengan

Mes emikian Undang-u

\

aborsidalal

e k iberbagai
sa g atur mengenai

i
: Kngm Undang-
bOrsSi da Pasal 194

Undang-Undang No0.36 Tahumz00 pg diantaranya :

lapisa arakat karena

disyahkannya Undang- Undang=Nomgr 36=fahtn=2009=Tentang.Kesehatan.
9
e
Pasal 77 Unda

Undang ini pun seca

1. Barangsiapa

2. Dengan Sengaja Melakukan Aborsi

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa melakukan aborsi dapat
merupakan tindakan kejahatan, tetapi juga bisa merupakan tindakan ilegal yang
dibenarkan undang-undang.®

Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan

3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



kaitannnya dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berkembang dalam
masyarakat indonesia. Terkait dengan hukum pidana positif di indonesia
pengaturan masalah penggurguran kandungan tersebut terdapat pada pasal 346-
349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Pasal 346 KUHP:

Scor Fanitamyang dengam~sengaja engugur_kan atau mematikan
ungannya atau menyuruh orang ntuk itu, diancam dengan
syidana penjara paling lama empat tahu@”.

Pasal 349 KUHP:

Jika seorang dokter, bidan ataujuru ob ba

erdasarkan pasal 346gatdupu kukan ata elakukan

ah satu kejahatan . ite an da 3 8, maka
pa yang ditentuka m ini dapat dita sepertiga

" \ abut hak untu j mana kejahatan

tersep I
Jika o\ asal-pasal tersefu E ﬁ:ﬁﬂ% ffketahui bahwa ada 3
(tiga) unsur ata daKﬁﬂmAWﬁN Gwi janin,ibu

iga yang terlibat pada pengguguran tersebut.*

yang mengandung, dan‘@rang
Menurut ketentuan yang tere am pasal-pasal tersebut, abortus
criminalis meliputi perbuatan mengggtickan, kandd afdrijving van de
vrucht) dan membunuh kandungan (de dood van vrt > Pada
penguguran kandungan yaitu lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya
kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Sedangkan pada

pembunuhan kandungan perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan

4 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2000), hal. 46.

> Musa Perdana Kusuma, Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981),
hal.192.



matinya kandungan. ©

Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana
aborsi disebut dengan deelneiming. turut serta (deelneming) adalah suatu tindak

pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu

dengan grlainnya terdapat.bubungan sikap batin dan atau perbuatan yang

sang erhadap terwujud

indak p rsebut. Bentuk penyertaan

tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan

tin pidana. Adanya hub_ggn kesenga'ar dengan tindak pidana yang

hen diwujudkan serta tersebut

merupaka Syarat penyerta, Kitab Undang-

Undang F idana (K IK-penyertaan-yang disebut
sebagai pembt ler) dan pembantu . Adapun kedudukan dari

s ) I g U AR AWAN G 7

55 KUHP menyebutkan €

at gelengan pembuat (dader) yang dapat dipidana
yaitu pelaku dan pembantu (mede@

Banyaknya jumlah aborsi yang terjad a.banyaknya“jasa“aborsi yano
ditawarkan kepada masyarakat semakin meresahkan masyarakat.” Tentunya
masyarakat mengharap adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum

untuk menangkap dan menghukum para pelaku aborsi.

& Freedom Bramky Johnatan Tarore, Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP,
Lex Crimen Vol. I1/No. 2, 2013, hal. 33.

" R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus.

Politea, Bogor, 1986, hal 26.



Salah satu contoph kasus aborsi terdapat dalam studi Putusan No
118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng yang melibatkan terdakwa Miranti Tri Dianningsih
Binti Suhendri memiliki kronologi sebagai berikut: Setelah janin terdakwa
mulai membesar, terdakwa mencari cara untuk menggugurkan kandungannya.
Pada awal Mei 2014, saat usia janin mencapai 5 bulan, terdakwa membeli 6
bungkus jamu pelancar haid "pusaka djawi" cap kates di warung jamu dan
mengehstmsiayasRadatanggal 8 Mei.2014, sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa
me an sakit dan nyeri pada perutnya. E&@m pada pukul 23.00 WIB,

te

wa pergi ke kamar mandi dan dalam ) osisi jongkok di atas closet,

terdakia mengeluarkan jani g tidak b
Tero membersihkan ja ngan air
celana \\E pberwarna crea ili jutnya, terdakwa

memasukkanija ) SRR "«». e-:.'l l'i’: E.IE sEIE]

hitam dan me ‘ snyaKWRﬁWAnNGma putih.

Keesokan harinya, tere gi ke pemakaman umum menggunakan sepeda

----- !--A-—---' ri dalam=kandungannya.
»
B

ggunakan

motor untuk menguburkan ja ang+telah digugurkan. Sampai di pemakama
umum, terdakwa menggali lubang menggunaka abu_yang ada disekita
pemakaman, dan setelah berhasil menggali luba dakwa memastkkan
mayat janin ke dalam lubang tersebut dan menutupnya dengan tanah. Setelah
selesai menguburkan janin, terdakwa pulang ke rumahnya.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengupas

bagaimana  TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI



DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI, untuk menjaga keaslian
dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK ABORSI yaitu:

1. » AUAN RIDIS TERHADAP TAINDAK PIDANA ABORSI, oleh
aitun Hamid Al Hamid, Umrsitmj&mudin Makasar, Tahun 2017.

Hasil penelitian ini adalah bahwa peng

ran hukum terkait tindak pidana

by

IB=No. 36=Tahun=2009, dan PP

e melakukan

n
abo 4 No. 36 Tahun 2009

tentang, Kesehaf? 3¢ akwa IW eyakinkan

melakukamti : R‘IA;wwmlateriil dalam

kasus ini meng onis penjara selama 4 tahun, meskipun tuntutan

dari jaksa penuntut umuim,ada tahun dan 6 bulan. Hal ini dikarenakan

hakim yakin bahwa perbuatafiterdaky idak bermoral _dan™ tidak
manusiawi, karena telah menghilangkan 1y janinnya sendigi®Dalam
konteks ini, berlaku asas Lex specialis derogat legi generali, yang berarti
bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang
bersifat umum.perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu

berbeda alat penelitian antara KUHP dengan Undang-undang Nomor 36



Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8

2.  TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI YANG
DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA, oleh Dr. Hj. Endang

Kusuma A, S.H., M.Hum, UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC

CGENTRE SUDIRMANsJIahun 2020. Hasil penelitian ini adalah bahwa

erapan hukum terkaft~tindak aborsi yang dilakukan oleh

mahasiswa dalam perkara Nomor: 10/Pjd.Sus/2019/PNSmg telah sesuai

/

ahg-berlaku—di-lndonesia serta

dengan peraturan dan-perundanga

erspektif hak asasi UU No. 39

b

. k
1999 Tentang gF:
jal-dl]

ia
ka alal langgara Namun

demikianpdalam hukum positif, aborst™apat dibolehkan dalam beberapa
ARAWANG
kasus tertentuJEaktoksfaktof yane A a aborsi yang

dilakukan oleh mal

ara lain faktor ekonomi, sosial, pendidikan,

perkembangan teknologi, mil d ar_nikah, belum siap aintuk
berkeluarga dan memiliki anak, peng jatan atau paksaan darigl€laki
yang menghamili, serta pertimbangan dari lelaki yang terlibat dalam
kehamilan. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitioan Penulis yaitu disini
membahas terkait Undang-Undang Hgak Asasi Manusia sedangkan

Penelitian Penulis yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 36 tahujn

& Zaitun Hamid Al Hamid, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi, Universitas Hasanudin
: Fak.hukum, 2017



2009 tentang kesehatan. °

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
ABORSI DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan nomor
118/Pid.Sus/2014/PN.KNG)

B. Je s

V

dapun permasalahan yang diangkat datam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum ‘/ i di Indonesia Menurut Undang-

Undang Nomor 3

Bagaimanakah anga K ala putisan  Nomor

09 tentang Keserate

=
C. Tujuan Penelitia KARAWANG

Berdasarkan permasalaban¥ang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah:
a)  Untuk mengetahui bagaimana gaturanHe i POrsi
Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor-36 09tentang

Kesehatan .

b)  Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam

putusan Nomer 118/Pid.Sus/2014/pn.kng berdasarkan Undang-

9 Dr. Hj. Endang Kusuma A, S.H., M.Hum, Tinjauan Yuridis tindak pidana Aborsi yang dilakukan
oleh Mahasiswa ditinjau dari Persfektif Hukum positif dan Hak asasi manusia , Jakarta, 2022
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Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah

wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi

»dalam eatukan huku ngdicif—citakan.
Manfaat Praktis

pt

Opinion yang dapat paralpraktisi ai kajian dan

Manfaat Praktis yang diperoleh dari ggnelitian ini adalah menjadi Legal

ambaran terhadap ukan dengan

5 sengaja

E. Kera : |k|ran
Indonesia, “sebhag egK)kRaAIWANG dan Undang-
Undang Tahun 1945 <mengafismasi prinsip negara hukum, di mana hukum

memiliki peran sentral dalamBmeng kehidupan masyarakat, membegikan

jaminan, perlindungan, dan kepastian m_yang agi.semuadndividu sHal
ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, ap orang
untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian,
hukum menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi
hak asasi manusia, dan mengatur hubungan dalam masyarakat Indonesia. Sejalan

dengan itu, tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum juga mencakup

tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh warganya melalui peraturan
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perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan hidup
bersama. Hal ini tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang
Dasar Tahun 1945.1°

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Republik
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan
kehidupansbangsa=dan_ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
erdekaan, perdamaiai~abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
dekaan kebangSaan.lndonésia< suatu undang-undang dasar
gara Republik Indonesia yang ber latan rakyat dengan berdasar :
etuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yand adil dan beradab, Persatuan
Indonesia dan Kesejahteraan/perwakilaryjserta denganmewujudakan suatu
eadilan sosial bagi seluruh rakyat indongésia”

agai negara huk a kepastian,

ketertid an perlindunga aran, keadilan, dan

manfaat. uga untuk

menjamin kepastia um dangke ;RaA proastian hukum,
peraturan perundang-undangan, harus dirumuskan secara rincl dan jelas, sehingga

tidak menimbulkan penafsiramiyangBerbeda-beda dan tidak terjadi tumpang tindih

antara peraturan yang berlaku, baik¥seeara V maupun horizontalgMHukum
secara umum merupakan kumpulan aturan™y engatur perila dalam
kehidupan dan dapat ditegakkan dengan sanksi.!! Salah satu bidang dalam ilmu
hukum adalah hukum pidana, yang melibatkan peraturan-peraturan yang

mengandung larangan dan kewajiban yang ditetapkan oleh negara atau pihak

10 Memahami Undang-Undang, Menumbuhkan Kesadaran UUD 1945, Visi Media 2007,
him. 1-2.
11 sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta Liberty, 1986, him. 37.
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berwenang, dan apabila dilanggar, negara memiliki hak untuk menuntut,
menghukum, dan melaksanakan sanksi pidana.

Hukum pidana dapat dijelaskan sebagai himpunan peraturan yang
mengandung perintah dan larangan, dan jika perintah dan larangan tersebut
dilanggar, pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam konteks ini, prinsip
kesalahan juga diterapkan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang. Prinsip ini
mene an bahwaspenghukumartechadap pelaku tindak pidana, termasuk dalam
ka porsi, tidak cukup hanya dengan meﬁi@anggaran terhadap hukum atau

pefBuatan yang melanggar hukum. Penting

tuk mempertimbangkan apakah

pe emiliki kesalahan atatekesalahan datamimetal i idana tersebut.

Prins i telah dianut seca i an me kum pidana,
yang d ebagai "Tiad

Schuld".

e NANARAWANG
“Tidak tercantu UHP, tetapi berlakunya asas ini tidak diragukan,
karena akan berte ga ngan rasa keadilan, apabila ada orang yang
dijatuhi pidana padahal"@fang terSebut sama sekali tidak bersalah”

Walaupun semua unsur tinda idana dilakukan oleh akwa

terpenuhi, masih ada situasi di mana pele gdapat__dibebas dari
pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Hal ini dikarenakan tujuan hukum
tidak hanya untuk mencapai kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan
bagi setiap individu. Salah satu alasan yang dapat mempengaruhi
pertanggungjawaban pidana adalah adanya kondisi tertentu yang telah ada

sebelumnya, seperti dalam kasus overmacht atau daya paksa. Namun, untuk
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menentukan pengaruhnya terhadap tindakan pelaku, hanya keadaan yang ada saat
perbuatan terjadi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah pelaku
dapat dihukum atau tidak.

Dengan dikeluarkannya revisi Undang-Undang Kesehatan, legalitas aborsi
terhadap korban perkosaan telah diatur secara jelas dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, Pasal 31 Peraturan
Pemeg Ll NOMOkebl Ta 2009 fientang Kesehatan Reproduksi
me bolehkan aborsi bagi mereka ng@%arena diperkosa, terutama jika

kehamilan tersebut mengakibatkan trauma. Hu ¢Um merupakan entitas abstrak dan

be hipotesis yang dituangkan datam a ur kehidupan
ber G \ﬁ
F. enelltlan

Pene ; : atif-depg griggunakan metode

penelitian kualita erﬂRIRWRINGbagai berikut:

1. Metode Pendekat

Dalam penelitian ini I pggunakan metode pendekatan yuridis

normatif. Adapun alasan penulis mengguhakan ersebut adalah adata
utama yang digunakan adalah data sekunder yaittr€ apdata yanggdidapatkan
berdasarkan studi kepustakaan library reseach, yaitu dengan membaca, mengutip,
menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yng berkaitan dengan permasalahan
yang diangkat oleh penulis. maka data utama yang digunakan adalah data sekunder
dan data penunjang adalah data primer.

2. Spesifikasi Penelitian
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Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis.
Menurut Rony Hanitijo Soemitro menyatakan :'?
“Spesifkasidalam  penelitian  bersifat  deskriftif  analisis  yaitu
menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan
dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang

menyangkut permasalahan”

Deskeiftifvamalisis«dipilih karena pada spesifikasi penelitian ini peneliti akan

me mbarkan situasi atatpecistiwa yangsedanesditeliti dan kemudian dianalisis

berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum

setnder dan bahan hukum primer.:

elitian deskriftif a rkan seteliti

mungKinttentang keadaan

gan membatasi

permasalaha i [ era ang-undangan yang

KARAWANG

akukan dimulai dari penelitian ke perpustakaan

berlaku.

3. Tahapan Pe

Tahapan penelitianiyang
(library reseach). penelitian keperpustakaan_vyaitu penelitian dilakukan k
mendapatkan data yang bersift teoritis, dengammempelaje per haCaan
yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam pene Aelalui tahap
keperpustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder dan

data primer sebagai data penunjang.

4.  Teknik Pengumpulan Data

12 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1985, him. 97.
13 Seojono Soekanto, Penelitian Hukum Normative, PT Raja Grafindo, Jakarta 2014, him.12.
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Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian
kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang
diperoleh dari:

a.  Bahan hukum primer

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan: 4

‘Bahan hukum priméradalah bahagtbahan hukum yang mengikat yang
3rdiri dari pertiftdangan-undan berkaitan dengan obyek.”

Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang

in. Dalampenulisan ini penulis

p—-r-r—o- e—

e
i 1a tahun 1945;

Undang-Undang Noma@ ah 09 tentang Kesehatan;

. o NNKARAWANG

Menurut Soefjeno anto:1°

berkaitan dengan obyek penelité

Fldana,;

“Bahan huku merupakan bahan-bahan yangf erat
hubungannya dengamibaha m.primer dan dapat membantu
menganalisis dan membD ppen)jelase ahan hukum
primer, seperti : buku-buku, tt isan para ahli,_h arya
ilmiahdan hasil penelitian.”
Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari
kalangan hukum dan sebagainya;

C. Bahan hukum tersier

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, penelitian hukum normatif, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2012, him.13.
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2007, him. 52.
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yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,
ensiklopedia, data dari internet, artikel dan sebagainya yang
dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.
5. Analisis Data
Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif
an mengg pakan metode._interpretasi sistematis yaitu dengan cara
snafsiran yang menghubungka pasziﬁ@m satu pasal yang lain dalam

uatu perundang-undangan yang bersang

itan , atau degan Undang-Undang

in, serta membaca lasahn Undang=tin ehingga kita
at memahami mak a
G. L Penelitian

AdapUmlo

1. Perpusta
2. Perpustakaan™Nasio donesia
3. Gramedia Karawang

4. Pengadilan Negeri Kuningan



